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TIM HUKUM “"APPICICU”

MUNAFRI ARIFUDDIN, SH - drg. ANDI RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL
Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar
Tahun 2018

Makassar, 10 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Kota Makassar,
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 Juncto
Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya
tanggal 06 Juli 2018.

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUNAFRI ARIFUDDIN, SH.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, Rt 002, Rw 003, Kel.

Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;

Nomor Telepon : IEGcGzNER

Nomor Faksimili : -

Emal . I



2. Nama : drg. ANDI RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Domba Lr 21 A Nomor 06, Kota Makassar.

Nomor Telepon : GG

Nomor Faksimili : -

Email . I

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08
Juli 2018 dengan ini memberi kuasa kepada :

MUHAMMAD RULLYANDI, SH., MH. M. ADIWIRA SETIAWAN, SH.

ALEX CANDRA, SH. R. HENDRA J. SOERJAHRERDADI, SH.
DR. AMIRULLAH TAHIR, SH., MM. DR. SYAHRIR CAKKARI, SH., MH.

M. HASBI ABDULLAH, SH. M. ALIYAS ISMAIL, SH., MH.

ANWAR, SH. HENDRA FIRMANSYAH, SH., MH.
MUHAMMAD NURSALAM, SH., MH. IRFAN IDHAM, SH.

HABIBI, SH. DEDI ARIL SANDI, SH.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “TIM HUKUM APPICICU” Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 beralamat pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum “ADVOKATKU" Legal Audit Consultant yang beralamat
di JI. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Tip : [ NN NREREEEEE,

rp - I - : N s-'an]tnya discbut

sebagai "PENERIMA KUASA"” Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, beralamat Jalan Raya Perumnas
Antang, No. 2A, Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal
Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terkait Keputusan Komisi Pemilihan
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Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota
Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018
(Vide Bukti P.1) Juncto Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-
Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak
periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (Vide Bukti P.2).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

a. Bahwa Berdasarkan pasal 24 c ayat ( 1 ) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat ( 1 ) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8
tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat I huruf e Undang-undang 48 Tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

d. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi:



(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan

Peradilan Khusus.

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil
Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai
dibentuknya badan peradilan khusus.

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa ketentuan & quo senafas dengan pertimbangan Mahkamah
Konstitusi di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf [3.14] yang
menyatakan, “menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan,
ketidakpastian hukum serta kevakuman Jlembaga yang berwenang
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena
belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap
menjadi kewenangan Mahkamall’,

Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal
2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, “tidak dapat dinafikkan bahwa
seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada
akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan
absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada,
mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila
bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan
bobot peristiwa yang cukup signifikan’’ Lebih lanjut di dalam putusan yang
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sama Mahkamah menegaskan, “bahwa dalam memutus perselisihan hasi/
Pemilukada, —Mahkamah tidak hanya menghitung kembali  hasil
penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga
harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan
suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti
tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh
KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian,
atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami
bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh
Mahkamah aaalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-
pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang
kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan
keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan’, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta periakuan yang sama di depan hukum';

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Makassar yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Makassar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-
Kot/I1/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun
2018, tertanggal 12 Februari 2018 (Vide Bukti P.3) dan Berita Acara
Nomor: 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/I1/2018 tentang
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12
Februari 2018 (Vide Bukti P.4) dan berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 ( Vide Bukti P.5)
dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 Juncto
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Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 ( Vide Bukti P.6);

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan
Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Makassar Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota Makassar,
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018, tanggal
06 Juli 2018 (Vide Bukti P.1) Juncto Berita Acara Nomor
675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06
Juli 2018 (Vide Bukti P.2);

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut
Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan
Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Makassar Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota
Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan
Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018,
tanggal 06 Juli 2018 (Vide Bukti P.1) Juncto Berita Acara Nomor :
675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06
Juli 2018 (Vide Bukti P.2);



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu
pasangan calon menyatakan :

Pasal 2
Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

a. Pemohon
b. Termohon
c. PihakTerkait

Pasal 3 ayat (1)
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh

akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur;

e. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh
akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati;

f. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh

akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota;

Qo0 oo

b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Makassar yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Makassar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-
Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil



Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun
2018, tertanggal 12 Februari 2018 (Vide Bukti P.3) dan Berita Acara
Nomor: 167/P.KWK/PL.03.3-8A17371/KPU-Kot/II/ZOis tentang
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12
Februari 2018 (Vide Bukti P.4) dan berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Makassar  Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Vide Bukti
P.5) Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 Juncto
Berita Acara Nomor 434/P.KWK/ PL.03.3-BA/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (Vide Bukti P.6);

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 8 ayat (2)
PMK 6/2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon
Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara
Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan
ketentuan sebagai berikut



1)

2)

Perbedaan Perolehan Suara
No | umatpenduduk |G U
Kabupaten/Kota
1. | <250.000 2%
2. | > 250.000 - 500.000 1,5%
3. | >500.000 - 1000.000 1%
4. | > 1.000.000 0,5%

Bahwa jumlah Penduduk Kota Makassar berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 adalah 1.652.305 jiwa, sehingga
perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Kolom Kosong
(KOKO) sebagai syarat untuk mengajukan Permohonan sengketa ke
Mahkamah Konstitutsi RI adalah paling banyak 0,5% dari total suara
sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota
Makassar;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota
Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun
2018, tanggal 06 Juli 2018 (Vide Bukti P.1) Juncto Berita Acara
Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode
berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (Vide Bukti P.2), bahwa total suara
sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
Kota Makassar adalah sebesar 565.040 suara, sehingga perbedaan
perolehan suara antara Pemohon dengan Kolom Kosong (KOKO)
peraih suara terbanyak sebesar 0,5% x 565.040 (total suara) = 2.825
suara;



3)

4)

Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 264.245 suara,

sedangkan Kolom Kosong (KOKO) suara terbanyak memperoleh

300.795 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan Kolom Kosong (KOKO) peraih suara terbanyak terdapat
300.795 Suara - 264.245 Suara = 36.550 Suara berdasarkan
Versi Termohon

Bahwa sekalipun selisih perolehan suara pemohon sebesar 36.550

Suara yang melebihi 2.825 suara, akan tetapi perolehan suara

Kolom Kosong (KOKO) peraih suara terbanyak diperoleh dengan cara

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

4.1.

4.2,

Adanya keterlibatan Ir. Ramdhan Pomanto selaku walikota
Makassar yang ikut mensosialisasikan dan memenangkan Kolom
Kosong (KOKO) pada pemilihan serentak tanggal 27 Juni 2018
yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan massif
sehingga dengan adanya perbuatan secara Terstruktur,
sistematis dan massif, hal tersebut akan menghilangkan
substansi dari pelaksanan pilkada sebagai perwujudan
demokrasi;

Bahwa Termohon tidak melaksanakan perintah Komisi Pemilihan
Umum RI sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor
574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, Tanggal 08 Juni 2018, yang
sifatnya : Segera, Perihal : Penyelenggaraan pemungutan
suara dan perhitungan suara pemilhan 2018, yang ditujukan
kepada seluruh Ketua KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pemilihan.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perintah dari KPU RI oleh
Termohon khususnya berkenaan dengan angka 1 huruf b yang
memerintahkan : “KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
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penyelenggara pemilihan agar melaksanakan rapat kordinasi
kesiapan akhir pemungutan dengan Peserta pemilihan dan
Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota pada waktu 3
(tiga) hari sebelum pemungutan suara dengan agenda
menjelaskan DPT, Surat Keterangan, yang diterbitkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemilih Tambahan, pelayanan
di Rumah Sakit dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah
tahanan Negara serta hal lain yang dipandang perlu (Vide
Bukti P.47). Akibatnya terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Ganda sebesar 120.000,-(seratus dua puluh ribu) (Vide Bukti
P.48).

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas berdasar dan beralasan
menurut hukum jika ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) huruf a UU
10/2016 juncto Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 6/2017 dapat
dikecualikan dalam perkara A4 guo. Dengan demikian pula maka
Permohonan yang diajukan Permohon dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk
mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018
Kota Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun
2018, tanggal 06 Juli 2018 (Vide Bukti P.1) Juncto Berita Acara Nomor :
675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/V1I/2018, Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06
Juli 2018 (Vide Bukti P.2).
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III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 6 ayat (1)
PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP/KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor :
71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota Makassar, Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli
2018 (Vide Bukti P.1) Juncto Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-
BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali
pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (Vide
Bukti P.2);

c. Bahwa Permohonan Pemohon telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada
hari senin tanggal 09 Juli 2018;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam
tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.
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IV. POKOK PERMOHONAN

Sejak ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang — Undang hingga kemudian berlanjut menjadi UU No. 8 tahun 2015
tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor
1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang
- Undang dan terakhir perubahan kedua dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang —
Undang, produk politik pemilihan kepala daerah, menyangkut keberadaa calon
tunggal tidak lepas dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-
XIII/2015, sebagai berikut :

"Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2015 menyatakan, "Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan
demokratis. Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggl. Kedaulatan atau
kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan
demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
(vang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin
terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena
itu, UU 8 Tahun 2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala
Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi
yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945, Selain harus
ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga
mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata
"dipilih”  menunjukkan adanya Kkontestasi dan kontestasi itu  harus
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diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah,
salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya
harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk
memanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini
baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan
terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut
diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku
pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilif, tidak
boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan. Berdasarkan
pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas serta dihubungkan dengan
permohonan a quo, pertanyaan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh
Mahkamah adalah apakah UU 8 Tahun 2015 telah menjamin dapat
dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dengan semangat demokrasi yang
menempatkan hak rakyat selaku pemegang kedaulatan sebagai pertimbangan
utama, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebagaimana
diamanatkan oleh UUD 1945. Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar
dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh UU No. 8 Tahun 2015 yang dimohonkan
pengujian ini. Keadaan demikian telah menyebabkan KPU, yang dalam
pandangan Mahkamah karena terdorong oleh panggilan tugas dan tanggung
Jjawabnya, mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2015 (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015) guna
mengatasi kebuntuan dimaksud. Namun demikian, terlepas dari persoalan
bersesuaian atau tidaknya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut
dengan Undang-Undang di atasnya, yang bukan merupakan kewenangan
Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, juga terlepas dari
maksud baik yang melandasi tindakan KPU dengan menerbitkan Peraturan itu,
telah terang bahwa Peraturan KPU itu pun tidak menyelesaikan persoalan tak
terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Sebab, Pasal 54 ayat (5)
Peraturan KPU Nomor 12Tahun 2015 tersebut menyatakan, "Dalam hal sampai
dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1
(satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan
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Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya. Dikatakan tidak
menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih
karena dua alasan. Pertama, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya
sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada
Pemilihan serentak saat itu. Kedua, andaikatapun penundaan demikian dapat
dibenarkan, quod non, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak
berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Hal itu
dikarenakan penyebab tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk dipilih dan
memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang mempersyaratkan paling sedikit
adanya dua Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah menemukan cara agar
hak Konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam
Pemilihan Kepala Daerah, tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling
sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak
konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih in casu dalam Pemilihan
Kepala Daerah, apakah secara konstitusional dimungkinkan tetap dilakukan
Pemilihan Kepala Daerah tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya
terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Secara
tekstual, UUD 1945 tidak menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun,
sebagai Konstitusi negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 1945
menjamin pemenuhan hak -hak Kkonstitusional warga negaranya. Guna
menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah satu alasan
utama Mahkamah Konstitusi dibentuk.

Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks Konstitusi
melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu . Oleh karena itu,
berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, adalah
bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak
dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan
hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih,
hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon
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kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan
dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak
konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan
meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil
kepala daerah walau pun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-
sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.”

Secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk
Undang — Undang memiliki kehendak dalam membuat open /legal policy tentang
ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang
menyatakan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan
Perolehan suara Tahap Akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar Tahun 2018, tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib
dipenuhi dalam suatu kontestasi pemilihan kepala daerah khususnya
menyangkut paslon tunggal.

UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara
hukum yang demokratis. Sebagaimana pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang
berbunyi : gubernur, bupati, dan walikota masing — masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan
materi pokok tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah yang juga
termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat
dengan rambu - rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945
(Attributie van wetgevings bevoegdheid). Bahwa pemilihan umum kepala daerah
merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip — prinsip
asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai algemene verkiezingen op basis van
het principe van rechtvaardigheid (pemilihan umum yang berdasarkan asas
keadilan).

Pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang
banyak digunakan oleh Negara — Negara didunia dengan sistem pemerintahan
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demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana
keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara
sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol
dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert
Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun diatas pilar yang
salah satunya free and fair election. Bangunan pilar tersebut merupakan
penjabaran prinsip rule of law pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga
Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dam pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan
prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Dengan adanya peran Negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab
atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita hukum atas
pengakuan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa
terkecuali. Dalam kerangka konstitusi, penjabaran — penjabaran nilai — nilai
filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan
konsekuensi mutlak prinsip Negara hukum dalam literatur peraturan perundang -
undangan, artinya : UU dilaksanakan dengan perintah UUD “witvoering van
wettelijjke voorschrift”. Bahkan pemenuhan hak konstitusional yang dijamin
dalam UUD 1945 dapat menguji hukum positif yang berlaku (zwang versuch zum
richtigen). Dengan demikian diperlukan pemahaman penafsiran konstitusi secara
komprehensif dengan asas the unity of the constitution. Menafsirkan secara teks
dan keadaan dengan mengharmonisasikan nilai — nilai konstitusi.

Pentingnya memahami bahwa suasana kebatinan atau geistlichenhintergrund,
pemilihan umum kepala daerah yang diikuti hanya oleh calon tunggal, maka
berpotensi kuat dipengaruhi kejadian - kejadian dilapangan yang sangat
berdampak sistemik dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran netralitas PNS.
Keluhan terhadap mobilisasi dan ketidaknetralan PNS menjadi faktor kuat
pengaruh politik dalam birokrasi. Meskipun dua hal tersebut merupakan kutub
yang berlawanan antara sinergitas ketika menjakankan roda pemerintahan
maupun ketika terjadi pemisahan pada saat proses pencalonan hingga finish
pada pengumuman calon terpilih. Oleh karena itu faktor seperti : mobilisasi
jaringan struktural PNS, kampanye terselubung melalui agenda kerja,
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penggunaan fasilitas Negara, rotasi atau perombakan jabatan struktural,
kooptasi incumben terhadap birokrasi, kebijakan kepala daerah petahana dalam
pelaksanaan pilkada melalui surat edaran, memo harian, tekanan kemudian
adanya instruksi dari pejabat diatasnya untuk menjadi tim sukses atau juru
kampanye menjadi ruang ekslusif kekuatan birokrasi yang harus dibuktikan
melalui Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir.

Bahwa dilihat dari aspek historis, sesungguhnya pemikiran mengenai pemisahan
antara politik dan administrasi sudah muncul sejak abad ke — 16. Periode ini
menandai berakhirnya konsep pegawai negeri sebagai pelayan raja. Claude de
seysell dalam “/a monarchie de france’ menjelaskan bahwa “ /e ro/ nest que
l'adminitrateur temporarire du royaume “ raja adalah administrator sementara
dari kerajaan. Ini berarti raja sebagai abdi Negara. Paham ini kemudian
berkembang setelah para raja di eropa mulai kehilangan kekuasaan absolutnya
yang ditandai oleh munculnya bentuk pemerintahan demokratis. Dalam hal ini 1J.
Rousseau memberikan kontribusi besar terhadap munculnya teori kontak sosial
yang menjelaskan bahwa pemerintahan dibentuk oleh sekelompok elite politik
yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanah para konstituen pemilihnya.

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan
hasil Pemilu, khususnya pemilu kepala daerah begitu pesat. Mahkamah
Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di
Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi
tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih
luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi
suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara
sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang
sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa
ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna
demokrasi yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004,
putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil
pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan prosedural justice.
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Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih
mendasarkan dan menggunakan pendekatan substantial justice yang
mempersoalkan electoral process. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa
dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan judicial process untuk
memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara
materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada
perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah
pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif meskipun hal ini
menyebabkan Putusan MK “dianggap” melebihi batas kewenangan yang
dimilikinya sehingga terjadilah w/tra vires dan ultra petita.6 Argumentasi tersebut
secara tegas disebutkan, misal dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008.

Jika dirinci, pelanggaran-pelanggaran Pemilukada terjadi tidak hanya pada
proses pemilihan, tetapi juga terjadi sebelum dan sesudah proses pemilihan
kepala daerah. Bentuk pelanggaran dalam Pemilukada akan diuraikan sebagai
berikut :

Politik uang (Money Politics)

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah
dalam Pemilukada, yakni politik uang (money politics) dengan cara memberi
uang atau lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih. Pada umunya, hampir
semua pasangan calon melakukan politik uang ini, hanya caranya yang berbeda-
beda. Ada yang memberi uang langsung atau memberi barang kepada para
pemilih. Semua upaya ini dilakukan pasangan calon dengan tujuan
mempengaruhi pemilih untuk memilihnya. Politik uang ini dilakukan merata
hampir di seluruh wilayah di Indonesia yang sedang melangsungkan pesta
demokrasi yang bernama Pemilukada. Pelanggaran berupa politik uang (money
politics) ini dapat menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah untuk
membatalkan hasil pemilu. Apalagi jika pelanggaran itu dilakukan secara
menyeluruh dan terencana. Bentuk pelanggaran berupa politik uang dapat
membahayakan demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan
pilihannya.



Politisasi Birokrasi

Politisasi birokrasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan pasangan calon
kepala daerah, terutama pasangan calon /incumbent yang masih memiliki
kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakan birokrasi pemerintahan agar
memilih pasangan calon tersebu karena pasangan calon itu masih menjadi
kepala daerah. Unsur birokrat yang terlibat biasanya tersitematis dari struktur
atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan. Pelanggaran dalam proses
Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau
Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan
pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan
hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni
karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya
telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah yakni pada Putusan
Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilukada
Kabupaten Kotawaringin Barat

Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kotawaringin Barat, yakni Ujang
Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Pemohon yang kalah dalam
Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun
2010 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
hamper pada seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi 6
wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utars,
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada
aan di Kecamatan Pangkalan Banteng. Pelanggaran bersifat sistematis, yaitu
adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh sutau Lembaga yang
bergerak dalam konsultan pemenang Pemilu yang termuat dalam buku yang
berjudul "Bagaimana memenangkan Pasangan SUGESTI’, dimana dalam buku
tersebut pada intinya mengemukakan, ada beberapa prinsip utama yang harus
dipenuhi oleh team pemenangan di dalam melakukan pertempuran gerilya ini:
perencanaan matang, sasaran yang jelas, siapa yang akan dibidik (terutama
melakukan money politic), menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan dan SDM
yvang handal, bahwa yang paling efektif dan sangat mungkin digunakan ialah
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pertempuran gerilya dan pertempuran melambung dengan membentuk pleton-
pleton (sukarelawan) pada setiap RT yang bertugas mendata pemilih serta
menyampaikan isu, propaganda juga membagikan merchandise atauuang.

TAFSIR KONSTITUSIONAL PELANGGARAN PEMILUKADA YANG
BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF

Pelanggaran bersifat Terstruktur, yaitu bahwa dari jumlah relawan 78.238
terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS
sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar relawan
Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya di Kecamatan Arut Selatan sebanyak
17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Arut Utara sebanyak 6 orang Ketua KPPS, di
Kecamatan Kotawaringin Lama sebanyak 7 orang Ketua KPPS, di Kecamatan
Kumai sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Pangkalan Banteng
sebanyak 21 orang Ketua KPPS dan di Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 17
orang Ketua KPPS; Pelanggaran bersifat Masif, yaitu bahwa pengangkatan
relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari
tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok
untuk melakukan politik uang. Pemohon juga banyak menemukan politik uang
yang disampaikan kepada Panwas Lapangan di Kecamatan Kumai khususnya di
Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kelurahan Candi, Batu Belaman yang
berjumlah 19 kasus penerimaan politik uang dan terhadap laporan tersebut
Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya. Setelah Mahkamah memeriksa
alat bukti surat/tulisan serta keterangan para saksi, Mahkamah berpendapat
bahwa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena
adanya pelanggaran money politic secara teroganisasi, terstruktur dan terencana
dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan
secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga
sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari
tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para
relawan di Tingkat RT. Hal ini dikuatkan dengan keterangan 65 orang saksi yang
menerangkan bahwa terjadi pemberian uang secara terstruktur, sistematis dan
masif baik oleh tim kampanye maupun tim relawan. Selain itu, keseluruhan dalil
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Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur
dan massif terbukti secara sah dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah
membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ketika diwawancarai harian Seputar Indonesia, Ketua MK, Moh. Mahfud MD,
mengatakan, keputusan untuk menetapkan langsung pemenang Pemilukada di
Kabupaten Kotawaringin Barat karena setelah pemenangnya didiskualifikasi
pasangan calonnya tinggal satu, sehingga terjadi dilemma hukum. Kalau akan
pemungutan suara ulang, tentu tidak bisa karena hanya satu pasangan calon
yang tersisa. Tetapi, kalau akan diproses dari awal lagi dengan membuka
pendaftaran baru, berarti melanggar undang-undang. Maka berdasar
kewenangan Pasal 77 UU MK kami memutuskan untuk menetapkan pemenang
Pemilu (Wawancara Ketua MK, Mahfud MD, Harian Seputar Indonesia, Senin 19
Juli 2010, him. 2, kolom 2-7.)

Adapun Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-
VIII/2010, Tentang Pilkada Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara
Hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling
tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu
Juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu
: keadilan (justice), ketertiban (order) mewujudkan nilai-nilai
kemerdekaan dan kebebasan (freedom)  kemakmuran dan
kesejahteraan bersama (prosperity and welfare). Sebagaimana tujuan
bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (thefounding
state). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah
diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara
hukum (the rule of law) harus terus menerus menegakkan kedaulatan
hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah
demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-
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menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsipprinsip yang merusak
sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

Bahwa Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di
Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan
sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara
konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam
kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang
sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai
lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi,
Mahkamah dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus
mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan
oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung
Jjawab;

Bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam
memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya
menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus
menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada
yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang
diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang
yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara,
namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil
penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula
dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat
pelanggaranpelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur,
sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai
dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai
pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun
pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive
yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh
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UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi
hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan
menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung
sesuai dengan asas ‘"luber dan jurdil” (vide Putusan Nomor
41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);

SENGKETA PILKADA KOTA MAKASSAR SEBAGAI PELANGGARAN YANG
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Bahwa faktanya dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar
tahun 2018, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250
K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditindaklanjuti dengan
Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018, tidak dapat diartikan lain bahwa Pasangan
Calon Ir. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO dan INDIRA MULYASARI
PARAMASTUTI ILHAM tidak lagi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota
Makassar. Dengan demikian dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar 2018 terdapat satu Pasangan Calon yaitu Munafri Arifuddin, SH dan
drg. A. Rachmawati Dewi Yustitia Igbal sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota Makassar yang akan berhadapan dengan kotak kosong;

Bahwa Ir. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO vyang telah dibatalkan
pencalonannya, yang notabene adalah saat ini selaku Walikota Makassar yang
tentunya berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka oleh karena
dengan tidak lagi menjadi Calon Walikota telah sepatutnya selaku ASN bersikap
netral dan tidak terlibat dalam kepentingan kampanye dan atau pemenangan
dalam bentuk apapun. Akan tetapi yang justru sebaliknya Ir. MOHAMMAD
RAMDHAN POMANTO sangat kental terindikasi merepresentasikan dirinya
sebagai kotak kosong, dengan melibatkan diri untuk mengarahkan masyarakat
pemilih untuk memilih dan memenangkan kotak/kolom kosong, hal ini dilakukan
dengan cara membagi-bagikan sembako (beras), mengumpulkan perangkat
Camat, Lurah RW dan RT secara kedinasan maupun dalam acara halal bi halal
(dalam masa tenang), bukti — bukti berupa foto dan dokumen;
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Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Ir. MOHAMMAD RAMDHAN
POMANTO yang notabene adalah Walikota Makassar aktif, tentunya telah
menciderai proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dan sangat
jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat
(4) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 2f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara terkait dengan AsasNetralitas ASN dan Pasal 11c
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;

Bahwa oleh karenanya atas segala tindakan yang dilakukan oleh Ir. MOHAMMAD
RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar aktif, kami mohon agar kiranya
dapat ditindaklanjuti dengan melakukan proses pemeriksaan, guna menegakkan
aturan-aturan yang berlaku dengan memberlakukan sanksi yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal
15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 termasuk namun tidak
terbatas dengan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 187A UU Nomor 10
Tahun 2016;

Maka dengan demikian, berdasarkan uraian pokok tersebut diatas, maka kiranya
Mahkamah Konstitusi perlu memeriksa pembuktian adanya pelanggaran secara
Terstruktur, Sistematis dan Masif yang digerakan oleh kekuatan Birokrasi dan
Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mempengaruhi secara masf perolehan
suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018;

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,
perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

heamor Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
Urut
L MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI 264.245
RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)
2. KOLOM KOSONG (KOKO) 300.795
SUARA SAH 565.040
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Dimana berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan

perolehan suara sebanyak 264.245 suara;

a.

Adanya keterlibatan MOH. RAMDHAN POMANTO selaku
Walikota Makassar yang secara massif mensosialisasikan
Kolom Kosong (KOKO) di Kota Makassar :

Bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa kecamatan
dikarenakan adanya keterlibatan MOH. RAMDHAN POMANTO
selaku Walikota Makassar yang secara massif mensosialisasikan Kolom
Kosong (KOKO) dan Setelah MOH. RAMDHAN POMANTO
didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:
64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27
April 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan
Perkara Nomor: 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS (Vide Bukti
P.8) dan Putusan Pengadilan MA RI Nomor: 250K/TUN/
PILKADA/2018 (Vide Bukti P.9) dengan diterbitkannya Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor

64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot /IV/2018 tertanggal
27 April 2018 (Vide Bukti P.5) Juncto Berita Acara Pleno Nomor
435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang
Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan wakil
Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 Juncto Berita
Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018
tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 telah membatalkan
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Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (Vide
Bukti P.6) dengan demikian kedudukan atau status Moh. Ramdhan
Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham bukan lagi
sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

MOH. RAMDHAN POMANTO aktif kembali sebagai Walikota
Makassar pada Hari Senin Tanggal 04 Juni 2018 sebagai walikota
Makassar MOH. RAMDHAN POMANTO (Vide Bukti P.10) secara
tiba-tiba memanggil 15 Camat di Ruang Pola Kantor Balaikota
Makassar untuk mengklarifikasi mengenai pemberian Fee 30% yang
diberikan kepadanya dan yang hadir pada saat itu bukan hanya 15
Camat akan tetapi ada Relawan tim pemenangan, setelah memanggal
15 Camat tersebut tanggal 04 Juni 2018 MOH. RAMDHAN
POMANTO sebagai Walikota Makassar telah
memberhentikan/dibebastugaskan 15 Camat berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor : 82.1.2.37-2018 sampai Nomor : 82.1.2.46-2018
(Vide Bukti 11) tersebut dan mengangkat Palaksana Tugas terhadap
15 Camat yang telah memberhentikan/dibebastugaskan karena
dituding tidak netral di Pilkada Makassar salah satu tugas Pelaksana
Tugas 15 Camat tersebut adalah untuk menginstruksikan Warga Kota
Makassar untuk memilih Kolom Kosong (KOKO);

Pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 MOH. RAMDHAN POMANTO
selaku Walikota Makassar mengundang jajaran RT, RW, Ketua LPM,
Penasehat Waikota, Tokoh Masayarat dan Ormas untuk hadir pada
acara “Halal BI Halal” tersebut yang dilaksanakan di CCC kota
Makassar (Vide Bukti P.12) bahwa dalam “Halal BI Halal” tersbut
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juga dihadiri oleh Pejabat Pemkot Makassar dan ASN Lingkup Kota
Makassar, akan tetapi dalam acara “Halal BI Halal” dijadikan
momentum oleh MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota untuk
melakukan Kampanye memenangkan Kolom Kosong (KOKO) dan
serentak secara simbolis peserta yang hadir mengangkat tangan
sebagai symbol untuk memenangkan Kolom Kosong;

Beredar rekaman di media sosial akan tetapi kami tidak mengetahui
kapan pastinya video tersebut dibuat, yang jelas inti dari rekaman
tersebut sangat jelas terdengar "CAMAT-CAMAT KALAU BESOK
KITA KALAH KITA PERANG” pada rekaman tersebut MOH.
RAMDHAN POMANTO telah mengeluarkan kata-kata kalau kita kalah
kita akan perang (Vide Bukti P.13), secara factual posisi MOH.
RAMDHAN POMANTO bukan lagi sebagai Pasangan calon Walikota
dan Wakil Walikota Makassar, akan tetapi secara massif telah
memposisikan dirinya sebagai perwakilan dari Kolom Kosong (KOKO)
dan mengajak masyarakat Kota Makassar untuk memilih Kolom
Kosong;

Bahwa setelah pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 MOH. RAMDHAN
POMANTO selaku Walikota bertempat dikediamannya yang dihadiri
beberapa relawannya telah Eforia dan merayakan kemenangan Kolom
Kosong (KOKO) setelah melihat hasil Quik Coun yang memengkan
kolom kosong (KOKO) bahwa dengan adanya Eforia perayaan
kemenangan Kolom Kosong (KOKO) dikediamannya dan mengajak
seluruh relawannya yang hadir untuk melakukan sujud syukur atas
kemenangan Kolom Kosong (KOKO) tersebut (Vide Bukti P.14)
bahwa atas tindakan MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota
yang secara Euforia merayakan Kemenagan Kolom Kosong (KOKO)
tersebut;
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Bahwa (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menyoroti MOH.
RAMDHAN POMANTO selaku Walikota yang secara Eforia
merayakan Kemenangan Kolom Kosong (KOKO) bahkan melakukan
Sujud Syukur di kediamannya, menurut (Pj) Gubernur Sulsel Soni
Sumarsono MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota tidak
melakukan Eforia kemenangan Kolom Kosong (KOKO) padahal MOH.
RAMDHAN POMANTO bukanlah sebagai Peserta Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Makassar, kata (Pj) Gubernur Sulsel Soni
Sumarsono sebaiknya Walikota tidak melakukan Eforia kemenangan
Kolom Kosong (KOKO), karena Posisi Walikota harus Memayungi dan
memberikan Pengayoman pada Konstestan Pilkada (Vide Bukti
P.15);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat Nampak dan jelas
keterlibatan MOH. RAMDHAN POMANTO vyang melibatkan
seperangkat ASN, RT, RW, Ketua LPM, Penasehat Walikota, Tokoh
Masayarat dan Ormas aktif secara massif mensosialisasikan Kolom
Kosong (KOKO) untuk menang pada pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Makassar Tanggal 27 Juni 2018 yang mengakibatkan
perolehan suara Pemohon berkurang, hal tersebut ditindak lanjuti
Pemohon dengan mengajukan Laporan kepada Panitia Pengawas
Pemilu Kota Makassar (Vide Bukti P.7)

Bahwa amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang
dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi
pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar
sehingga ditemukan fakta ada beberapa penggelembungan
suara di beberapa kecamatan Kota Makassar dengan uraian
sebagai berikut sebagai berikut :
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1. Kecamatan Ujung Pandang :

i d.

Adanya penggelembungan suara di Kelurahan Pisang
Utara Kecamatan Ujung Pandang :

Bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa TPS
pada Kecamatan kota Makassar salah satunya di TPS 01,
Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang bahwa
pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 pada saat Rekapitulasi
di Kecamatan Ujung Pandang pada sekitar Pukul 20.30 Wita
telah terjadi penggelembungan suara dengan cara
menambah jumlah suara untuk Kolom Kosong (Koko)
sebanyak 177 suara yang dimana berdasarkan Undangan C
6 yang terdaftar pada absensi TPS 01, Kelurahan Pisang
Utara, Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 128 orang, akan
tetapi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Ujung Pandang
terdapat 305 suara sah pada TPS 01 tersebut sehingga
terjadi penggelembungan suara sebesar 177 suara yang
dimana suara tersebut di alokasikan pada Kolom Kosong
(KOKO) ketika hal tersebut terjadi di saksi dari Pasangan
Calon Pemohon mengajukan keberatan pada dengan
mengisi Formulir Keberatan (Vide Bukti P.15);

Bahwa pada TPS 03 Kelurahan pisang utara, Kecamatan
Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa tidak
ditemukannya absensi tambahan (Form A. Tb) untuk 9
(Sembilan) orang pemilih, saksi dari Pemohon mengajukan
keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Pandang dan
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respon PPK hanya mengatakan bahwa tulis saja pada
formulir keberatan (Vide Bukti P. 16)

Bahwa adanya pada TPS 04 Kelurahan pisang utara,
Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat
Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa
tidak ditemukannya absensi tambahan (Form A. Tb) untuk 1
(Satu) orang pemilih, saksi dari Pemohon mengajukan
keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Pandang dan
respon PPK hanya mengatakan bahwa tulis saja pada
formulir keberatan (Vide Bukti P. 17);

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan
Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa adanya pemilih
tambahan yang tidak dilengkapi dengan Nomor Induk
Kependudukan (KTP) serta ada 12 orang yang sebagai
pemilih tambahan tidak tertulis alamat pada absensi (Vide
Bukti P. 18);

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan pisang utara, Kecamatan
Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa tidak
ditemukannya Form C 1 Hologram/adanya kejadian khsusus
bahwa dalam Kotak suara dalam pencocokan menggunakan
C 1 Plano (Vide Bukti P.19)

Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan
Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Ujung Pandang telah terungkap fakta beda surat suara
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1.2.

diterima tercantum pada C 1 Hologram yang berjumlah 429
sementara C 1 yang dipegang saksi Pemohon dan Panwas
Kecamatan sebanyak 423 sehingga ada selisih 6 suara
(Vide bukti P.20);

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan
Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Ujung Pandang telah terungkap fakta ada perbedaan C 1
Hologram tidak ditandatangani oleh penyelenggara TPS
sedangkan C 1 yang dipegang saksi Pemohon dan Panwas
Kecamatan ada tandatangan lengkap dari Penyelenggara
KPPS (Vide Bukti P.20);

Adanya penggelembungan suara di Kelurahan Lajangiru
Kecamatan Ujung Pandang :

Bahwa pada TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Lajangiru,
Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat
Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta adanya 1
(satu) pemilih tambahan tidak dilengkapi dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dan ada 2 (dua) orang pemilih
yang tidak lengkap alamatnya sehingga saksi dari Pemohon
mengajukan keberatan di kejadian Khusus tersebut (Vide
Bukti. P.21);

Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung
Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta adanya 9 (sembilan) pemilih
tambahan yang tidak ada alamatnya sehingga saksi dari



Pemohon mengajukan keberatan di kejadian Khusus terebut
(Vide Bukti. P.22);

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung
Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta dalam kotak suara tidak
ditemukan C 1 Hologram pencocokan menggunakan C 1
Pleno (Vide bukti P. 23);

Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung
Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta ada 3 (tiga) orang Pemilih
tambahan tidak ada di absensi tetapi telah mencoblos
(Vide bukti P. 23);

Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung
Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta absensi pemilih di gandakan
sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (Vide
bukti P. 23);

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung
Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta tidak ditemukan absensi
pemilih tambahan untuk 4 (empat) (Vide bukti P. 23);

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung

Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta absensi pemilih di gandakan

33



1:3;

sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (Vide
bukti P. 24);

Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung
Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta ada 1 (satu) kotak suara
yang tanpa gembok hanya menggunakan lakban bening
sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (Vide
bukti P. 25);

Adanya penggelembungan suara di Kelurahan Losari
Kecamatan Ujung Pandang :

Bahwa pada TPS 01,02,03,04 Kelurahan Losari, Kecamatan
Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Ujung Pandang telah terungkap fakta ada 4 (empat) kotak
suara yang kehilangan kunci gembok dan kotak suara
tersebut di pukul pake palu sehingga saksi pemohon
mengajukan keberatan (Vide bukti P. 25);

Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung
Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung
Pandang telah terungkap fakta 1 (satu) orang pemilih
diberikan 2 surat suara Gubernur tanpa diberikan suarat
suara Walikota sehingga absensi tercatat 80 orang
sedangkan surat suara sah 79 orang sehingga saksi
pemohon mengajukan keberatan (Vide bukti P. 25);
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2. Kecamatan Makassar

2.1

2.2.

Adanya penggelembungan suara di Kelurahan bara-baraya
selatan Kecamatan Makassar:

Bahwa di kelurahan bara-baraya selatan Kecamatan
Makassar pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah
terungkap fakta ada formulir C 1 yang tidak berhologram
sebanyak 10 TPS sehingga saksi pemohon mengajukan
keberatan di Formulir model DA2-KWK catan kejadian
khusus (Vide Bukti P.26);

Adanya penggelembungan suara di Kelurahan baraya
Kecamatan Makassar :

Bahwa di TPS 10 kelurahan bara-baraya selatan
Kecamatan Makassar pada saat Rekapitulasi di tingkat
Kecamatan telah terungkap fakta Form C 1 dari dalam kotak
suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinya,
sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan di Formulir
model DA2-KWK catan kejadian khusus (Vide Bukti P.27);

3. Kecamatan Tamalate

3.1.

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada Kecamatan Tamalate
ada beberapa ditemukan kejadian khsusus seperti : Data
Pemilih tambahan tidak sesuai dengan DPT, data saksi
Pemohon tidak sesuai dengan data penyelenggara, terdapat
beberapa kotak suara tidak memiliki Gembok, segel dan
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3.2.

3.3,

3.4.

3.5:

3.6.

kuncinyabtelah hilang da nada beberapa Form C 1 tidak
berhologram, sehingga saksi pemohon mengajukan
keberatan di Formulir model DA2-KWK catan kejadian
khusus (Vide Bukti P.28);

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada Kecamatan Tamalate
ada beberapa ditemukan kejadian khsusus seperti : saksi
Pemohon tidak menandatangani semua dministrasi
rekapitulasi (Vide Bukti P.29)

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Jongaya
Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian
khsusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani
semua dministrasi rekapitulasi (Vide Bukti P.30)

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Parang
Tambung Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan
kejadian khsusus seperti : saksi Pemohon tidak
menandatangani semua dministrasi rekapitulasi (Vide Bukti
P.31)

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Tanjung
Merdeka Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan
kejadian khsusus seperti : saksi Pemohon tidak
menandatangani semua dministrasi rekapitulasi (Vide Bukti
P.32)

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Macini
sombala Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan
kejadian khsusus seperti : saksi Pemohon tidak
menandatangani semua dministrasi rekapitulasi (Vide Bukti
P.33)
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3.8.

3.9;

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Bongaya
Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian
khsusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani
semua dministrasi rekapitulasi (Vide Bukti P.34)

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Pabaeng-
baeng Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan
kejadian khsusus seperti : saksi Pemohon tidak
menandatangani semua dministrasi rekapitulasi (Vide Bukti
P.35)

Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Bontoduri
Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian
khsusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani
semua dministrasi rekapitulasi (Vide Bukti P.36)

4. Kecamatan Tallo

4.1.

4.2.

Bahwa di TPS 17 pada saat Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa dalam model
C-KWK terdapat kesalah jumlah suara yang tidak digunakan
termasuk sisa suara cadangan yang tertulis 175, padahal
seharusnya berjumlah 173 sehingga ada selisih 2 suara,
sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan dengan
menandatangni Form Model DA2-KWK (Vide Bukti P.37);

Bahwa di TPS 17 Kelurahan Panampu pada saat Rekapitulasi
di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa
terjadi kesalahan input untuk perolehan suara yaitu untuk
kolom kosong ditulis 188 setelah dicocokkan data
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4.3.

4.4.

4.5.

panwascam C 1 Plano KWK terungkap bahwa suara Kolom
Kosong hanya 100 suara sehigga ada selisih suara antara
Pemohon dengan Kolom Kosong sebanyak 88 suara,
sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan dengan
menandatangni Form Model DA2-KWK (Vide Bukti P.38)

Bahwa di TPS 15 pada saat Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa terjadi
kesalahan penulisan untuk uraian data pengguna surat suara
yaitu jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk
suara sisa/cadangan tertulis 244, seharusnya angka
tercantum adalah 243, sehingga ada selisih 1 suara,
sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan dengan
menandatangni Form Model DA2-KWK (Vide Bukti P.39)

Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo
telah terungkap fakta bahwa di TPS 7 ada kesalahan input
angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai, TPS 16
ada kesalahan jumlah suara sah sisa suara dari 180 menjadi
182, di TPS 33 adanya perbedaan suara paslon dan Kolom
Kosong yaitu suara pemohon berkurang dari 75 suara
menjadi 29 sedangkan Kolom Kosong terjadi penambahan
suara dari 10 suara menjadi 96 suara, sehingga saksi
Pemohon mengajukann keberatan dengan menandatangni
Form Model DA2-KWK (Vide Bukti P.40)

Bahwa pada saat Rekapitulasi Kalurahan Rappokalling di
Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS
04 ada jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk
surat suara cadangan dengan jumlah 94 dikoreksi menjadi
194 suara, pada TPS 06 ada kesalahan penulisan untuk
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4.6.

4.7.

pengguna hak pilih 243, di TPS 15 ada kesalahan penulisan
jumlah angka suara sah dari 141 menjadi 241, di TPS 16 ada
koreksi terhadap jumlah suara keliru coblos atau tidak sah 6
menjadi 0, di TPS 23 koreksi sejumlah selisih dengan
pengguna hal pilih 25 menjadi 37 suara, sehingga saksi
Pemohon mengajukann keberatan dengan menandatangni
Form Model DA2-KWK (Vide Bukti P.41)

Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Suangga di Tingkat
Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa ada TPS 11,
15, dan 2 Form C 1 tidak tersegel, di TPS 09 terjadi
kesalahan penulisan atau penjumlahan untuk suara paslon,
atas rekomendasi dari panwas berdasarkan pencocokan hasil
yang tercantum pada Cl1 Plano KWK maka perbaikan
dilakukan dari angka 63 menjadi 62 sehingga ada selisih
suara 1, sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan
dengan menandatangni Form Model DA2-KWK (Vide Bukti
P.42)

Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Kalukuang di
Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa ada
TPS 09 tedapat kunci gembok rusak, sehingga kotak suara
dibuka paksa, di TPS 4 dan TPS 6 terjadi koreksi sejumlah
suara sah, yang nilainya sama dengan jumlah suara tidak
sah yaitu 195 suara adapun kejadian di TPS 6 nilia suara
tidak sah disamakan dengan nilai jumlah suara keliru
dicoblos, sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan
dengan menandatangni Form Model DA2-KWK (Vide Bukti
P.43)
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4.8.

4.9.

4.10.

Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan La‘latang di
Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS
3 koreksi terhadap jumlah kertas yang diterima dari 113
menjadi 131, di TPS 4 jumlah suara Pemohon 57 dan 75
setelah dicocokan dengan C 1 Plano KWK jumlah suara
Kolom Kosong 132 sehingga menjadi 203 suara, di TPS 7
dalam salinan panwas jumlah kertas rusak ada 1, sedangkan
dalam C 1 tidak mempunyai Hologram, sehingga saksi
Pemohon mengajukann keberatan dengan menandatangni
Form Model DA2-KWK (Vide Bukti P.44)

Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Rappojawa, di
Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS
5 tidak ada hologram model C dan C 1 KWK, di TPS 10 data
penggunaan surat suara koreksi terhadap jumlah saat suara
dari 279 mejadi 272, di TPS 12 kesalahan penulisan untuk
pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hal pilih dalam
DPTB koreksi jumlah 226 menjadi 220 dan 232 menjadi 226,
di TPS 13 data pengguna surat suara yang keliru dari 193
menjadi 184, sehingga saksi Pemohon mengajukann
keberatan dengan menandatangni Form Model DA2-KWK
(Vide Bukti P.45)

Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Kaluko Bodoa, di
Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS
7 kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak
terpakai, TPS 16 kesalahan jumlah suara sah sisa surat
suara dari 180 menjadi 182, koreksi data yang dipegang
oleh panwas adanya perbedaan jumlah yang tidak
mempengaruhi jumlah suara Pemohon yaitu terjadi di TPS
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C.

17, 23, 24 dan 27, di TPS 33 koreksi data dari panwas
terhadap jumlah suara paslon yaitu Pemohon 1 mendapat
65 suara menjadi 29 Suara sedangkan Kolom Kosong
mendapat 10 suara menjadi 96 suara sehingga total 127
menjadi 125 begitu juga dengan suara tidak sah, ditulis 6
menjadi 8, sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan
dengan menandatangni Form Model DA2-KWK (Vide Bukti
P.46).

Tidak adanya Rekap C 1 pada Kecamatan Bontoala Kota
Makassar saat Rekapitulasi

Kejadian saat Rekapitulasi KPU Kota Makassar pada tanggal 06 Juli
2018 di Hotel Max One pada saat rekapitulasi Penghitungan suara
untuk Kecamatan Bontoala ditemukan fakta bahwa pada Kotak suara
Kecamatan Bontoala tidak ditemukan Formulir C 1, sahingga saksi dari
Pihak appicicu mempertanyakan perihal keberadaan Formulir C 1
tersebut kenapa tidak ada di dalam Kotak suara, dan Pihak dari
Komisioner KPU Kota Makassar tidak dapat menunjukkan keberadaan
Formulir C 1 tersebut bahkan memaksakan untuk menggunakan
Formulir C 1 yang tidak tertandatangani dan tidak berstempel sehingga
saksi dari Pihak Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH dan drg. Andi
Rahmatika Dewi Yustitia Igbal menolak untuk dilanjutkan sebelum
ditemukannya formulir C 1 tersebut, tetapi Komisioner KPU Kota
Makassar tetap memaksakan Rekapitulasi tersebut dilanjutkan
meskipun tanpa adanya Formulir C 1 untuk Kecamatan Bontoala oleh
karena itu saksi dari Pihak Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH dan
drg. Andi Rahmatika Dewi Yustitia Igbal menyatakan keberatan dan
menandatangani Formulir keberatan (Vide Bukti P. 49).
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V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor :
71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VI[/2018 Kota Makassar, Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 Juncto
Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode
berikutnya tanggal 06 Juli 2018;

3. Menetapkan Pemohon sebagai Peraih suara terbanyak pada pemilihan walikota
dan wakil walikota Makassar tahun 2018;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk
menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon MUNAFRI
ARIFUDDIN, SH. dan drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL sebagai
Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;
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Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono)

Hormat kami,
Kuasa Pemohon

hph—

M. ADIWIRA SETIAWAN, SH.

MUHAMMAD RULLYANDI, SH., MH.

Yfous~——

LEX CANDRA, SH.

A T

DR. AMIRULLAH TAHIR, SH., MM.

. HENDRA J. SOERJAHRERDADI, SH.

HE FIRMANSYAH, SH., MH.

IRFAN'IDHAM, SH.

Ve

DEDI ARIL SANDI, SH.
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